
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro
Jambi Nomor 49 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;

c. bahwa berdasarkan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan
standar Iuas bangunan dan Iahan rumah negara dalam
penetapan besaran tunjangan perurnahan dan tunjangan
transportasi bagi Pimpinan dan AnggotaDewanPerwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49
Tahun 2019, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan perekonomian daerah sehingga perlu
diubah;

a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muaro Jambi dan tertib administrasi tata kelola barang
milik daerah khususnya tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi serta sinkronisasi dengan
Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan
penyesuaian terhadap hak keuangan dan administrasi
pimpinan dan anggota DewanPerwakilanRakyat Daerah;

Menimbang

BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
ten tang Perubahan at as Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peru bah an
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Mengingat



(2). Dihapus

Pasal8
(1). Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) dan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49 Tahun
2019 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwaki1an Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten
Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dibapus, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

10. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 Nomor 49):

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun
2017 tentang ten tang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Muaro
Jambi Nomor 1);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 NomorI57);



BERlTA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBITAHUN 2024 NOMOR ....

2024
.-u......,~...._,~RAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

~~~MUl di Sengeti
al 5' J(Jf..; 2024

UARO JAMBI,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro
Jambi.

PasaJ II

dihapus

Pasal13

2. Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:


